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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektporat@purwakartakab.go.id
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Purwakarta, 29 April 2024

Nomor o 700.1.2.1/567/Inspt-Irban 111/2024
Lampiran : -
Perihal . Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DPPKB)
Kabupaten Purwakarta

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta

Di

Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD
Tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Nomor
PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan
sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar

pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Akuntabilitas Kinerja

pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta pada tahun

yang akan datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran

dan berorientasi hasil sesual dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.
7

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terjma kasih

NIP. 19640515 199203 1 008
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 700.1.2.1/567/Inspt-Irban III/2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen
PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta No. PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 1 Maret 2024. Dan dari hasil evaluasi diperoleh
ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut:
a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas /
/ Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan/
fl Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI

. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih |
' diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence !
terhadap realitas pelaksanaannya. Hasil evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar
' Kerja Evaluasi (LKE) atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

wakarta diperoleh nilai kumulatif 80,10 (Delapan puluh koma sepuluh) dengan predikat

A (Memuaskan). W

Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja sebesar 23,10 (Dua puluh tiga koma sepuluh) atau 77% dari Bobot
sebesar 30, mengalami penurunan 0,3 point dari hasil evaluasi tahun lalu;

2) Pengukuran Kinerja sebesar 25,50 (Dua puluh lima koma lima puluh) atau 85% dari nilai
bobot 30, mengalami penurunan 0,3 point dari hasil evaluasi tahun lalu:

3) Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar 12,75 (Dua belas koma tujuh puluh lima) atau
85% dari bobot nilai 15, mengalami penurunan 0,75 point dari hasil evaluasi tahun laluy;

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar 18,75 (Delapan belas koma
tujuh puluh lima) atau 75% dari nilai bobot 25, terjadi kenaikan 1,75 point dari hasil evaluasi
tahun sebelumnya.

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

IO e AR P S E e
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Kabupaten Purwakarta telah relative cukup memadai namun masih diperlukan upaya
penyempurnaan terutama pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di uraikan di atas,
untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan
peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relative masin
kurang dari nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang
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1)

3)

_harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: ey

Pada Komponen Perencanaan Kinerja
a. Perlu adanya penyempurnaan dokumen Crosscutting yang menggambarkan aktivitas
hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada (Sekretariat dan bidang-

bidang);
b. Agar melakukan penyempurnaan dalam penyelarasan penetapan sasaran strategis,

p—— e ——=

iw dan target pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dan dokumen
Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.

Dalam Komponen Pengukuran Kinerja
a. Agar memperbaiki pedoman pengukuran kinerja, dengan menjelaskan cara menghitung
.capaian kinerja pada masing — masing Indikator Utama Organisasi;

b. Memperbaiki laporan pengukuran secara berkala sesuai aturan yang berlaku baik format

maupun substansinya sesuai Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang pedoman
penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas
laporan kinerja instansi pemerintah;

c. Melampirkan bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang
‘bentuk pengukuran capaian kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung
secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;

d. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/
demosi jabatan struktural/ fungsional. <. .. JSoA g

Pelaporan Kinerja

a. Agar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
mengusulkan reviu atas LAKIP tahun berikutnya ke Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta;

b. LAKIP yang telah diperbaiki segera di publikasikan (Minimal Website OPD); ‘-~

c. Pada BAB III agar menuangkan sumber data yang akurat dalam perbandingan capaian
Kinerja pada tahun 2023 dengan provinsi dan Nasional, sehingga data dan informasi dalam
LAKIP dapat dipertanggungjawabkan. 1 -~

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam Pelaksanaan evaluasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Purwakarta tahun berikutnya agar mempedomani mekanisme yang telah diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas:

Pada sistem evaluasi kinerja internal agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukannya

evaluasi terhadap pelaporan nasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana
kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Dinas.

Y NS N AVCE AT LA T st G LT L S 2 N T R e
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1. Dasar Hukum EBvaluas

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenteng PemBinazn dan Pengawasan
Penyelenggarasn Permerintz® Dgﬁ’ai--

Z) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sstem Akuntzbhilitss Kinerz [nstans
Pemerintah;

3) Peraturan Menteri Pendsyagunssn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nemor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabi tas Kinerja [nstansi Femerintah.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tantang Perencanaan Pembinaan
dan Pengawasan Pernyelenggzaraan Pemerntzh Daerzh Tahun 2024,

5) Keputusan Bupsti Purwskarta Nomor 700/ Kep 465-Inspektorat/ 2023 tentang
Penetapan Program Kerja Pengawassn Tzhunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah
Tahun Anggaran 2024,

6) Surat Perintah Tugas Inspeitur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarts Nomaor:
PW.02.01/345/Inspt/2024 tznggz) 01 Maret 2024 perihal Pelaksanaan Evaluast Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintzh (SAKIP) pada OPD dan Kecamatan Wilayah
Inspektur Pembantu Wilayah 111,

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans) Pemerinfah (SAKIP) merupokan rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, &lzt, dan presedur yang dirancang untuk tuiuan
penctapan dan pengukuran, pengumplian da%a, penalasifiasian, pengikhticaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintzh, dalam rangka pertanggqungiawaban dar
pehingkatan kinerja instansi pemerintzh (PFerzturan Precden Blomar 29 Tabiun 2014y

Untuk mengetahui sejauh mana implementas) SAXIP pada Peranghkat Dasrah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mendorong pen ngiafan gengagalan kinera vana
tepat sasaran dan berarientas has! pery € z«zn evzluas F"*""u’iﬁ&ﬁ ceilrul akbivitas
iImplementasi AKIP Perangkat Daergh yang a¢2 2gzr berlamitmen untulk (BI85 Konaiates
melakukan upaya peningkatan Kinema dalam ranga meys” ._mﬁ cengagaian hadl kineria
yang sesual dengan perencanazn.

3. Tujuan Evaluasi

1) Memperoleh infarmasi tenlang ssadn TEE ﬁs&m"ﬁ&ﬁ mpiementas  SistEm
Akuntabilitas Kinerj2 Insta'zai remerish ¢ 23 Perngendalian Perdudule dan
Keluarga Berencana Kabupaten Punaama 2z shun 2023

2) Mendorong paningkatan pancapeian KnemR yare tﬁ:&? 3233ran dan Berorienias hasil
sesual dengan perencanaan KinamR yang distagiar:

3) Menilai tingkat impieamentas SAKIP dan Tngiat swrfsbilitas Kinerfa pada Dinas
Pangancialian Panduduk dan Keluarge Barenans IKGGhipalen Purusiarta;

4) Memberikan saran perbaikan untuk meningielian implemeniasi SAKIP di Lingkungan
Dinas Pangendalian Penciudtiuk dan Keluarge Bererwana Kabupaizn Punuaiarnts,

e T T T e e ey et 2 el TR e S, i e T TR s T AT e S T TSR S T i = - - reo -
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5) Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi imlementasi SAKIP pada Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta periode
sebelumnya.

4. Sasaran Evaluasi

1) Meyakinkan data yang tertuang dalam dalam Dokumen LKE Unit akurat dan relevan
dengan pelaksanaan/ implementasi SAKIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

2) Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka berkomitmen untuk
secara konsisten berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil pada unit kerja perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

5. Ruang Lingkup Evaluasi
1) Pelaksanaan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan

Kinena Janagka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, termasuk Penerapan

Angagaran Berbasis Kinerja, Pengukuran Kinerja, Monitoring Pengelolaan Data Kinerja,

sampal pada system Pelaporan serta Evaluasi atas Pencapaian Kinerja pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

2) Pelaksanaan evaluasi terhadap komponen/ sub komponen yang mencakup:

a. Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras dengan apa yang akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

C. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerija,
balk keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya
yang berdampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan terhadap pencapaian
Kinena berikutnya

3) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak)
dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efesiensi kinerja
4) Penilaian capalan kinerja atas output maupun outcome serta Kinerja lainnya.

6. Metodelogi Evaluasi
1) Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi

kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan
(kemanfaatan) sesuail dengan tujuan evaluasi, yaitu :

Pendokumentasian, analysis, dan Interpretasi Data
Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
Reviu rancangan LHE
Pengendalian evaluasi

2) Teknis Evaluasi

Beberapa Teknik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP melalui aplikasi
esakip.purwakartakab.qo.id adalah :

—--——-—-—-—-—-----—-——.—.-——.-..I_____.._ — ____...F]
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- Pengumpulan data dan informasi
o - Komunikasi dan tanya jawab sederhana

Observasi
- Study Dokumentasi

/7. Gambaran Umum OPD
Dasar Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

|

|

|

]

!

|

|

!

!

! Purwakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
l 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
—

|

|

|

|

i

%

|

|

<

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 239 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta. Terdiri dari Kepala Dinas,
Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian
) dan umum, 3(tiga) Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta terdapat 3 (tiga)
UPTD pengendalian penduduk Wil I, II dan III.

Dalam pelaksanaan operasional tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

N

-

f.

(I

=" Berencana Kabupaten Purwakarta mengemban Misi ke-1 dengan tujuan Meningkatkan
. Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial yang terpetakan ke dalam
= 4(empat) sasaran bisnis ( core base) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
= Kabupaten Purwakarta yang merupakan Indikator Kinerja Utama vaitu:
- - Meningkatkan Frekuensi Pelayanan sesuai standar Pelayanan Minimal:
-~ &) - Meningkatkan partisipasi kelompok tribina dalam ketahanan keluarga dan
r 0 pemberdayaan ekonomi keluarga;
— - Penggunaan Data untuk KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
3 - Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK (Kabupaten/Kota terhadap
| 5 Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);
_?__ o) 8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP OPD
Implementasi SAKIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
%) Kabupaten Purwakarta telah secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan prosedur
-9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
| Pemerintah (SAKIP), Adapun kondisi capaian secara umum pada Dinas Pengendalian
-9 Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:
9 1. Perencanaan
Rencana Strategis (Renstra dan Renja) Dinas telah disusun secara rutin setiap tahun
o sesuai ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
3 Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
o Rancangan Perda tentang Rancangan Perda ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang
~ Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
9 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
9 Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan
4 . 5 S
LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP PADA DPPKB KAB.PURWAKARTA “AHUN 2023 6
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Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPENAS Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-
2024.

2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja telah di buat sesuai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja
Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja
Instansi pemerintah.

3. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja untuk ketercapaian tujuan organisasi yang dituangkan kedalam
terget indikator dalam RPIMD dan IKU Dinas telah dilakukan secara berkala melalui
rapat evaluasi dan monitoring kegiatan dan hasilnya disampaikan melalui laporan
bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, sedangkan untuk pengukuran kinerja
terhadap individu sesuai jenjang dilakukan melalui penilaian SKP dan Sistem Pengukuran
Kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

4. Pengelolaan Data Kinerja
Pengelolaan data kinerja sudah relative baik sehingga memudahkan dalam penyajian
informasi kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi dan
monitoring serta penyajian data-data output/ outcome hasil kegiatan.

S. Pelaporan Kinerja
Pelaporan Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin termasuk LAKIP telah disusun dan
dibukukan secara formal dengan substansi yang relative telah memenuhi ketentuan
Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan
perjanjian kinerja dan laporan kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
Reviu dan Evaluasi Kinerja internal sudah dilakukan oleh Pimpinan, dan terhadap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 namun belum dilakukan reviu oleh APIP.

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2022

Sesual Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023, Nomor
PW.02.02/491/Inspt-Irban 1I/2022. Tanggal 31 Maret 2023 direkomendasikan agar:

"Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan
implementasi SAKIP dalam mewujudkan Capalan kinerja (hasil) yang telah direncanakan
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serta mengoptimelkan pemanfataan inovasi yang dikembangkan terkait pereéncanaar

Kinerja, pengukuran kinerja dan peaporan kinerja”.

Dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak [anjut cleh Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dengan melampirkan bukti-ouk®t
tindak lanjut walaupun belum semua rekocmendasi dimaksud secara substantive relative

telah terpenuhi sesuai yang telah diupicad da'am LKE t2hun 2023.
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BAB II
HASIL EVALUASI

I. Gambaran Hasil Evaluasi
1. Perencanaan Kinerja

a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen
prencanaan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Purwakarta telah terdapat dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan dokumen
perencanaan Pembangunan,;

- Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan
Kinerja instansi pemerintah;

- Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta

- RPJMD (2018-2023) + Perubahan

- RKPD 2023

- Renstra Perangkat Daerah + Perubahan 2023

- Renja Perangkat Daerah + Perubahan 2023

- Rencana Aksi Kinerja 2023

- Perjanjian Kinerja 2023, namun Perjanjian Kinerja belum ditandatangani olen
pejabat baru (Pj.Bupati Purwakarta)

- IKU, IKI/ SKP 2023

- RKA/DPA + Perubahan 2023

)
o) b. Dokumen perencanaan kinerja yang dimiliki belum seluruhnya memenuhi standar
1)
)

dan memenuhi relatif SMART, sudah terdapat cascading (pohon kinerja) yang
selaras dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan peta proses bisnis, berikut
crosscutting perangkat daerah walaupun belum sepenuhnya menggambarkan

aktivitas yang saling terkait antar bidang yang ada dan belum terpublikasikan melalui
website resmi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Purwakarta.

Dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target pada dokumen
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
- Berencana Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023, tidak selaras dengan indikator

| Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas pada
) Tahun 2023.

3 C. Perenca-naa? kinerja telah Fligunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan
’ target kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan, namun rencana aksi
21 kinerja pada tahun 2023 tidak sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian Kinerja
3 tidak dipantau secara berkala dan berjenjang.
) 2. Pengukuran Kinerja
o a. Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta secara berkala, namun belum
9 sepenuhnya mempedomani Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang
| " LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP PADA DPPKB KAB PURWAKARTA TAHUN 2023
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pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan
reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam dokumen laporan pencapaian
kinerja secara berkala belum sesuai standar yang berlaku. Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sudah melakukan
pengumpulan data pengukuran kinerja sesuai pedoman/ SOP yang telah dibuat,
namun dalam SOP pengukuran Kinerja belum menjelaskan secara jelas terkait tata
cara perhitungan dalam pencapaian kinerja sesuai indikator dan target yang telah
ditetapkan.

b. Keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan
mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi
yang dilakukan secara berjenjang dan berkala, namun notulen hasil rapat/ laporan
tidak terdokumentasikan secara baik. Atas hasil pengukuran capaian Kinerja per
triwulan, yang selanjutnya Perangkat Daerah mengupload laporan dengan
menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Pembangunan
(SIP) dan one Link yang di kelola oleh Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.

c. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan

punishment seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan instrument

pengaturan umum yang terdapat dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata

Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemkab Purwakarta;

3. Pelaporan Kinerja
a. Laporan kinerja telah disusun sesuai Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023
tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
Kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Pelaporan kinerja telah secara rutin dilaksanakan, disajikan dalam bentuk buku,

secara internal telah direviu pimpinan namun belum direviu oleh APIP dan belum
dipublikasikan dalam website (minimal website PD); N W \"' "

b. LAKIP 2023 telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian Kinerja
dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target
Jangka menengah, dan target nasional, menginfokan efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam mencapai kinerja, serta telah menginformasikan keberhasilan,
permasalahan/ kendala yang dihadapi dan upaya perbaikanya:

c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya

penyesualan strategi dalam penyusunan kebijakan pencapaian Kinerja tahun
berikutnya.

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian
keberhasilan kinerja. Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Purwakarta telah merain penghargaan pada tingkat Kabupaten
dan Provinsi;
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4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
a. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan oleh

seluruh unit kerja yang ada secara berjenjang dan berkala, namun hasil evaluasi
kinerja belum terdokumentasikan secara baik dan belum dibuat mekanisme yang
jelas/ SOP terkait pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesual aturan
vang berlaku (Vide: peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang pedoman

evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).
Evaluasi AKIP telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat

pelatihan secara formal terhadap SDM pelaksananya.
Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efesiensi pelaksanaan

kinerja pada internal Perangkat Daerah dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative
ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja

5. l,e:m_bar Ke_l_ja Evaluasi

o Tingkat Kabupaten
Penghargaan inovasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Purwakarta yang berbentuk aplikasi Sistem Ambu Keren adalah salah
satu aplikasi informasi terkait pelayanan dan informasi data terkait pengendalian

o Tingkat Provinsi
Piagam Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat yaitu
Kabupaten/ Kota dengan capaian Hasil Pelayanan KB 1119,73% dalam rangka

penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Purwakarta.

Peringatan hari Ibu ke 95 Tahun 2023.

Perangkat Daerah.
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| No | Komponen/ Sub Komponen [ Bobot | Nilai
—_— ———— . .
1. | Perencanaan Kinerja 30,00 | 23,10
| 1a. | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6,00 | 4,80
ib. | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar | 9,00 6,30
yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran
| kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan
| (cascading) disetiap level secara logis, serta |
| ' memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
| 1c. | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk 15,00 12,00
| mewujudkan hasil yang berkesinambungan
| |
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9
_1 No | : Koﬁ't-ponen/ SuT:)_KnmEo_nen r ' Bobot Nilai
2. | Pengukuran Kinerja ‘ 30,00 | 25,50
| 2a. | Pengukuran kinerja telah dilakukan 6,00 4,8
| 2b. | Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan 9,00 7y
1 | dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien

Idan telah dilakukan secara berjenjang dan |
| berkelanjutan

| 2¢. | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam | 15,00 | 135
pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian
<3 | strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
D |l St e kY Tl 3
3. | Pelaporan Kinerja 15,00 | 12,75
o | 3a. | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan 3,00 2,4
- KiﬂEl’jEl j
P | 3b. | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar | 4,50 3,6 |
o) | menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, |
9 | informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya |
4 perbaikan/ penyempurnaannya
« 3c. | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang 7,50 6,75
besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam |
N mencapai Kinerja berikutnya
= il el S S . L o 2 |
) 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25,00 18,75
-l 4a. | Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja Internal telah 5,00 4,00
i) dilaksanakan
. 4b. | Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja Internal telah 7,50 6,00
) dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya
i yang memadai |
2 Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi
) 4c. | Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan 12,50 8,75
y kesan yang nyata (dampak) |
0 dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
) L = ety hit] |
' | Jumlah 100 | 80,10
o | R L L D L VRS et s bl b
) II. Rekomendasi atas Catatan kekurangan untuk perbaikan
1. Catatan Kekurangan
«) Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
o (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
s Berencana Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada
2) komponen atau sub-komponen sebagaimana di temukan dalam LKE (Lembar Kerja
7 Evaluasi).
<)
) TR TR T TR I T L G T e M ) R A R R B R e N B e o T R T
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1) Pada Komponen Perencanaan Kinera

a. Secara umum seluruh kriteria sudah terpenuhi, akan tetapi masih perlu adanya
penyempurnaan terutama pada dokumen Crosscutting belum menggambarkan
aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada
(Sekretariat dan bidang-bidang) serta keterkaitan tugas fungsi dengan instans|
lain;

b. Dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target pada dokumen
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023, tidak selaras dengan
indikator kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja
a. Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah dibuat, namun belum menjelaskan cara

menghitung capaian kinerja atas target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
telah ditetapkan;

b. Format laporan pengukuran kinerja belum sesuai aturan yang berlaku;

c. Belum terdapat bukti dokumentasi dilakukanya monitoring dan evaluasi secara
berjenjang bentuk pengukuran capaian hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana
kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;

d. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan
promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional,;

3) Sistem Pelaporan Kinenja
a. Belum terdapat lembar hasil reviu APIP pada dokumen LAKIP 2023 hanya
S terdapat lembar asistensi Bagian Organisasi Setda yang menyatakan bahwa
R & mekanisme penyusunan LAKIP sesuai ketentuan yang berlaku.
b. LAKIP tahun 2023 belum terpublikasikan; ,
c. Pada BAB III LAKIP belum memuat sumber data yang jelas dalam data

e perbandingan capaian kinerja tahun 2023 baik perbandingan capaian dengan
Provinsi maupun Nasional.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Mekanisme Pelaksanaan evaluasi pada DPPKB belum sepenuhnya mempedomani

Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas;
b. Belum terdapat bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan

hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan
langsung, sampai kepada Kepala Dinas;

2. Rekomendasi
Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada angka 1 di
atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada
komponen-komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi Nilai Bobot

vang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus
dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
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1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja
c. Perlu adanya penyempurnaan dokumen Crosscutting yang menggambarkan
aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada
(Sekretariat dan bidang-bidang);
d. Agar melakukan penyempurnaan dalam penyelarasan penetapan sasaran
strategis, indikator kinerja dan target pada dokumen Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Purwakarta dan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya;

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja

a. Agar memperbaiki pedoman pengukuran kinerja, dengan menjelaskan cara
menghitung capaian kinerja pada masing — masing Indikator Utama Organisasi;

b. Memperbaiki laporan pengukuran secara berkala sesuai aturan yang Derlaku
baik format maupun substansinya sesuai Peraturan Bupati Nomor 102 tahun
2023 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

c. Melampirkan bukti dokumentasi dilakukanya monitoring dan evaluasi secara
berjenjang bentuk pengukuran capaian kinerja dari mulai jabatan pelaksana
kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;

d. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar
pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional.

-~ 3) Pelaporan Kinerja
. a. Agar DPPKB mengusulkan reviu atas LAKIP tahun berikutnya ke Inspektorat;
“b. LAKIP yang telah diperbaiki segera di publikasikan (Minimal Website OPD),
c. Pada BAB III agar menuangkan sumber data yang akurat dalam perbandingan

~ capaian kinerja pada tahun 2023 dengan provinsi dan Nasional, sehingga data
dan informasi dalam LAKIP dapat dipertanggungjawabkan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
a. Dalam Pelaksanaan evaluasi pada DPPKB tahun berikutnya agar mempedomani
mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022
tentang pedoman evaluasi akuntabilitas;
b. Pada sistem evaluasi kinerja internal agar menyertakan bukti dokumentasi
dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari
mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Dinas.
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BAB IIl
PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun
2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta. Kami
menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Perangkat
Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang merupakan
objek evaluasi kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucgpkan terima kasih.

5T tarna Muda/IV.c
=19640515 199203 1 008

Tembusan:
1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
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